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1. TUJUAN 
Tujuan dari pedoman ini adalah: 
1.1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja dan citra Perusahaan 

yang baik serta untuk mewujudkan keunggulan daya saing Perusahaan; 
1.2. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien serta 

memberdayakan Fungsi dan meningkatkan koordinasi antar organ-organ Perusahaan; 
1.3. Mengingatkan organ-organ Perusahaan di dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan harus dilandasi dengan nilai etika / moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan Perusahaan Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.  

1.4. Memberikan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap 
stakeholders; 

1.5. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif; 
1.6. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perusahaan dan pekerja dalam menjalankan 

bisnis; 
1.7. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian visi dan misi serta tujuan 

Perusahaan. 
 

2. RUANG LINGKUP 
2.1 Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 

2.1.1. Fungsi dan Peran Organ Perusahaan. 
2.1.2. Fungsi dan Peran Organ Pendukung. 
2.1.3. Hubungan antara Organ Perusahaan dengan Organ Pendukung 
2.1.4. Hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders seperti Karyawan, Klien, Rekanan 

dan Masyarakat. 
2.1.5. Pengendalian Internal Perusahaan. 
2.1.6. Pedoman-pedoman atau Kebijakan Perusahaan yang penting dalam pelaksanaan 

implementasi Tata Kelola Perusahaan. 
2.2 Pedoman ini berlaku di PT Elnusa Tbk dan dapat dijadikan acuan oleh Anak Perusahaan. 

 
3. DEFINISI 

3.1 Anak Perusahaan, adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang 
sejenis dengan Perseroan Terbatas, dimana kepemilikan saham Perusahaan lebih dari 50% 
saham yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan tersebut; 

3.2 Aset Perusahaan adalah sumberdaya yang dikuasai oleh Perusahaan sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh 
perusahaan; 

3.3 Benturan Kepentingan adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan 
dengan kepentingan ekonomis pribadi, pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, 
Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan; 

3.4 Daftar Khusus adalah daftar mengenai kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris pada 
Perusahaan atau perusahaan lain. 

3.5 Dewan Komisaris, adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara 
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi 
atas pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan; 



 

3 | Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

Pedom
an Tata Kelola Perusahaan 

3.6 Direksi, adalah keseluruhan Direktur Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan 
(Board); 

3.7 Direktur adalah anggota Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada individu; 
3.8 Dokumen/Arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 

diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perusahaan, baik tertulis di atas 
kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau 
didengar. 

3.9 Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu 
kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan 
peraturan perundang-undangan dan etika usaha. 

3.10 Etika Bisnis adalah standar perilaku usaha dilakukan Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis 
dalam berinteraksi dan berhubungan dengan stakeholders baik internal maupun eksternal; 

3.11 Good Corporate Governance, adalah sebuah sistem Tata Kelola Perusahaan untuk mengatur 
dan mengendalikan Perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi semua Stakeholders. 

3.12 Jajaran Manajemen, adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi yang 
membantu pengelolaan Perusahaan; 

3.13 Jajaran Perusahaan adalah Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, 
Pejabat Eksekutif dan Pegawai. 

3.14 Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas dibandingkan 
dengan rencana kerjanya pada masa tertentu guna mewujudkan misi Perusahaan; 

3.15 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris dari pihak luar yang tidak memiliki 
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen; 

3.16 Komite adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas 
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit, Komite 
Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi; 

3.17 Komite Audit adalah adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem 
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;  

3.18 Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 
kepada Dewan Komisaris yang bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian 
tunjangan serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi 
dan para eksekutif lainnya di dalam Perusahaan, membuat sistem penilaian dan memberikan 
rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 

3.19 Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko 
usaha yang dihadapi Perusahaan. 

3.20 Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan 
usaha Perusahaan; 

3.21 Organ Pendukung adalah Manajemen Korporat, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan 
Intern, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite-komite Dewan Komisaris; 
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3.22 Organ Perusahaan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan serta 
Direksi; 

3.23 Perusahaan dengan huruf P kapital, adalah PT Elnusa Tbk, sedangkan perusahaan dengan 
huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum; 

3.24 Perwira Elnusa, adalah seluruh Pekerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan terdiri dari 
Pekerja Elnusa dan Pekerja-Pekerja Pihak Ketiga. 

3.25 Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu kegiatan pada 
periode tertentu baik bersifat rutin maupun non rutin yang memuat kejadian-kejadian penting; 

3.26 Pihak Terafiliasi adalah  
3.26.1. Dewan Komisaris, Direksi atau kuasanya, pejabat dan Pegawai Perusahaan. 
3.26.2. Pihak yang memberi jasanya kepada Perusahaan, antara lain Akuntan Publik, Penilai, 

dan Konsultan Hukum dan/atau 
3.26.3. Pihak yang menurut penilaian Perusahaan Indonesia turut serta mempengaruhi 

pengelolaan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali 
Perusahaan, Pemegang Saham, dan keluarganya, keluarga Komisaris dan keluarga 
Direksi. 

3.27. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta dipimpin oleh 
Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang diberi kuasa. 

3.28. Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama atau 
anggota Direksi yang diberi kuasa. 

3.29. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah dokumen perencanaan strategis yang 
mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun; 

3.30. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah dokumen penjabaran dari RJPP ke 
dalam rencana kerja dan anggaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 

3.31. Risiko merupakan ketidakpastian lingkungan (internal dan eksternal) yang berpotensi 
menimbulkan dampak negatif pada Perusahaan secara umum dan dapat menghambat 
pencapaian tujuan Perusahaan; 

3.32. Shareholder adalah para pemegang saham (penanam modal) Perusahaan; 
3.33. Stakeholders, adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan baik Pekerja, Mitra 

Kerja, Pemerintah dan Masyarakat sekitar lingkungan Perusahaan. 

4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, KEAMANAN, LINDUNGAN LINGKUNGAN, SERTA ANTI
PENYUAPAN
Semua pihak yang terkait dengan prosedur ini harus memahami, mematuhi, dan menjalankan semua
kebijakan dan prosedur mengenai anti penyuapan, kesehatan, keselamatan, dan lindungan
lingkungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk melakukan,
mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengimplementasikan kaji resiko kesehatan,
keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan yang diperlukan.

5. DASAR HUKUM DAN REFERENSI
5.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 
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5.3. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

5.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan Terbuka. 

5.5. Surat Edaran Menteri BUMN SE-7/MBU/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai 
Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 

5.6. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Notaris No 18 tanggal 25 Januari 1969 yang telah mengalami 
beberapa perubahan terakhir Akta Notaris No 84 tanggal 31 Desember 2021. 

6. PEDOMAN
A. UMUM

6.1. Visi, Misi, Nilai, dan Budaya Perusahaan
6.1.1 Visi Perusahaan: 

Perusahaan Jasa Energi Terkemuka yang Memberikan Solusi Total. 
6.1.2 Misi Perusahaan: 

a. Meningkatkan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan
dalam industri energi dalam negeri dan internasional untuk memenuhi harapan
pemegang saham.

b. Memenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan Solution Total
melalui sinergi, operational Excellence, HSSE, dan prinsip-prinsip GCG.

c. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan untuk berkembang bagi karyawan.
d. Membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan

pemerintah, mitra, dan masyarakat.
6.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan: 

Perusahaan melakukan penyelarasan Value Elnusa dengan tata nilai AKHLAK yang 
merupakan turunan dari nilai-nilai utama atau core value Badan Usaha Milik Negara 
yang dijadikan sebagai budaya perusahaan dari Induk Perusahaan PT Pertamina 
(Persero). 
Nilai AKHLAK yang relevan dengan nilai-nilai Clean, Respectful, Synergy yang 
sebelumnya dianut oleh Perusahaan. Amanah dan Loyal merupakan elaborasi dari 
Clean. Harmonis dan Kompeten merupakan elaborasi dari Respectful. Sementara 
Adaptif dan Kolaboratif merupakan elaborasi dari Synergy. 
a. Amanah

i. Definisi:
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

ii. Panduan perilaku:
• Memenuhi janji dan komitmen;
• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. Kolaboratif
i. Definisi

Membangun kerja sama yang sinergis.
ii. Panduan perilaku

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
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• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 
c. Harmonis 

i. Definisi: 
 Saling peduli dan menghargai perbedaan.  
ii. Panduan perilaku 

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 
• Suka menolong orang lain; 
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

d. Loyal  
i. Definisi  
 Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.  
ii. Panduan perilaku 

• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara; 
• Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; 
• Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan 

etika. 
e. Adaptif  

i. Definisi 
 Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi 

perubahan.  
ii. Panduan perilaku 

• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; 
• Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; 
• Bertindak proaktif. 

f. Kompeten  
i. Definisi: 

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.  
ii. Panduan perilaku: 

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 
berubah; 

• Membantu orang lain belajar; 
• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. 

 
6.1.4 Budaya Perusahan 

Budaya Perusahaan merupakan implementasi dari tata nilai AKHLAK serta Perilaku, 
Kebiasaan dan Aktivitas Harian yang harus dimiliki oleh perwira Elnusa, yaitu: 
a. Personal Ethos: 

Dijabarkan sebagai sifat yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan sebagai individu 
meliputi “Working with Passion, Working with Love & Working Smart”. 

b. Operation Excellence: 
Dijabarkan sebagai budaya yang harus dimiliki dalam melakukan pekerjaan 
meliputi “HSE is My Culture, Equipment is My Life & Cost Awareness is My 
Attitude” 

c. Management Style 
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dijabarkan sebagai sifat yang harus dimiliki oleh para manajemen di Perusahaan 
meliputi “Manage with Knowledge, Manage with Speed, and Manage with Gut”. 

 
6.2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan 

6.2.1. Transparansi (Tranparency) 
Perusahaan menjamin pengungkapan informasi materil dan relevan mengenai kinerja, 
kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta 
mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip ini tidak 
mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi rahasia Perusahaan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6.2.2. Akuntabilitas (Accountability) 
Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing 
Organ Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara 
efektif. 

6.2.3. Bertanggung jawab (Responsibility) 
Menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip 
korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama 
dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. 

6.2.4. Kemandirian (Independency) 
Menjamin pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan 
dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan. 

6.2.5. Kewajaran (Fairness) 
Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hal-hak stakeholders 
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
6.3. Etika Kerja dan Bisnis 

6.3.1. Perusahaan memegang komitmen pada standar etika dan perilaku bisnis tertinggi. Ini 
meliputi hubungan Perusahaan dengan para pelanggan, para pemasok, para 
pemegang saham dan investor serta komunitas masyarakat dimana Perusahaan 
beroperasi, serta antar pekerja di semua tingkatan organisasi Perusahaan. Perusahaan 
memiliki Standar Etika Perusahaan sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan 
dengan stakeholders, baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut: 
a. Hubungan dengan pekerja; 
b. Hubungan dengan pelanggan; 
c. Hubungan dengan Pemasok; 
d. Hubungan dengan Kompetitor; 
e. Hubungan dengan Regulator; 
f. Hubungan dengan masyarakat sekitar dan Tanggung Jawab Sosial; 
g. Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham; 
h. Hubungan dengan Kreditur; 
i. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan; 
j. Hubungan dengan Media Massa; 
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k. Hubungan dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) & Lindung Lingkungan 
(LL); 

l. Hubungan dengan Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintahan. 
6.3.2. Selain itu dalam Standar Etika Perusahaan juga diatur terkait tentang: 

a. Perilaku integritas; 
b. Kewajiban patuh hukum; 
c. Benturan kepentingan; 
d. Hadiah, Jamuan dan Hiburan; 
e. Sikap Profesional; 

6.3.3. Pedoman perilaku tersebut wajib diimplementasikan secara konsisten sebagai budaya 
kerja dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.Ketentuan rinci mengenai 
standar etika Perusahaan diatur dalam dokumen Code of Conduct. 
 

B. KHUSUS 
6.1. Organ Perusahaan 

Organ Perusahaan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, mempunyai peran 
penting dalam pelaksanaan tata kelola secara efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan 
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing 
organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 
semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. 
6.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

a. RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-
undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS 
merupakan wadah para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak yang 
dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang 
berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan 
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.  

b. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha 
Perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak 
diperkenankan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan 
Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk 
menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan 
perundang-undangan.  

c. RUPS terdiri dari: 
i. RUPS Tahunan, adalah Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan dan 

mengesahkan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan 
Keuangan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah 
tahun buku berakhir. 

ii. RUPS Luar Biasa, adalah Rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu apabila 
diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau 
Direksi Perusahaan. 

d. Pelaksanaan RUPS 
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RUPS diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar 
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS dilakukan 
dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, 
maka: 
i. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan terhadap 

mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan; 
ii. Pemanggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai tanggal, waktu dan 

tempat pelaksanaan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, 
mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut. 

iii. Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan 
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS sebagaimana tercantum lebih 
detail dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikian 
memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan 
memberikan suara secara bertanggung jawab. 

iv. Perusahaan wajib membuat ringkasan risalah dan risalah RUPS sesuai ketentuan 
dalam Anggaran Dasar Perusahaan. 

e. Wewenang RUPS 
i. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris 

dan pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan. 
ii. Penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk: 

• Cadangan umum Perusahaan 
• Dividen kepada Pemegang Saham 
• Laba yang ditahan 
• Persetujuan tantiem dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris Perusahaan. 
• Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk 

melakukan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan. 
• Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. 
• Melakukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. 

iii. Hak Pemegang Saham 
Pemegang Saham memiliki hak-hak sebagai berikut: 
• Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS. 
• Menilai laporan keuangan Perusahaan yang diajukan oleh Direksi 

Perusahaan. 
• Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan 

Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang 
menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur.  

• Mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Perusahaan secara 
sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 

• Mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perusahaan secara 
sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu perduapuluh) atau 
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.  
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• Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, 
benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga 
memungkinkan Pemegang Saham membuat keputusan mengenai 
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi yang akurat; 

• Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang di-
peruntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian 
keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; 

• Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat 
mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan 
penyelenggaraan RUPS agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang 
mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan hak Pemegang Saham. 

iv. Tanggung jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham: 
• Perusahaan melindungi hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 
• Perusahaan menyelenggarakan daftar Pemegang Saham secara tertib sesuai 

dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan. 
• Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat 

waktu, benar dan teratur bagi Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang ber-
sifat rahasia. 

• Perusahaan tidak memihak kepada Pemegang Saham tertentu dengan 
memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham 
lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua Pemegang Saham tanpa 
menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. 

• Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang 
akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. 

 
6.1.2. Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan yang mewakili Pemegang Saham 
bertugas atau berfungsi secara kolektif melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata 
kelola Perusahaan yang baik demi kepentingan Perusahaan dan para Pemangku 
Kepentingan khususnya Pemegang Saham.  

b. Dewan Komisaris bertanggungjawab memastikan Direksi dalam kondisi apapun 
mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena tugas Dewan 
Komisaris adalah secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan 
strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham.  

c. Uraian Dewan Komisaris dalam Pedoman ini bersifat global dan dimaksudkan untuk 
memberi gambaran Dewan Komisaris secara umum yang sejalan dengan perspektif 
Tata Kelola Perusahaan yang baik.  

d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara rinci diuraikan lebih lanjut dalam 
Pedoman Tata Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board 
Manual bagi Dewan Komisaris merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak 
dan wewenang Dewan Komisaris, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, 
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etika jabatan, serta rapat Dewan Komisaris yang sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. 

6.1.3. Direksi 
Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perusahaan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi juga berwenang mewakili 
Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran 
Dasar. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan 
tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan 
Perusahaan semata-mata. Uraian Direksi dalam Pedoman ini ini bersifat global dan 
dimaksudkan untuk memberi gambaran Direksi secara umum dalam perspektif Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Namun demikian, pelaksanaan tugas Direksi secara rinci 
diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi 
(Board Manual). Board Manual bagi Direksi merupakan uraian tentang tugas dan 
kewajiban, hak dan wewenang Direksi, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa 
jabatan, etika jabatan, serta rapat Direksi yang sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. 

 
6.1.4. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi  

a. Tanggung jawab Bersama 
adalah hubungan check and balances dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan 
kesehatan Perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan 
Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga 
dapat dicapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang 
tercermin pada: 
i. Terlaksananya internal control dengan baik dan manajemen risiko. 
ii. Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham. 
iii. Terlindunginya kepentingan Stakeholders secara wajar. 
iv. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua 

lini organisasi Perusahaan. 
v. Terpenuhinya pelaksanaan implementasi Tata Kelola ke semua lini.  

b. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi mencakup namun tidak terbatas pada 
sebagai berikut: 

i. RJPP, RKAP, strategi pencapaiannya serta Rencana Pengembangan 
Perusahaan. 

ii. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perusahaan serta menghindari segala bentuk benturan 
kepentingan; 

iii. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan; 
iv. Hal-hal lainnya sebagaiman lebih detail tercantum dalam Charter Dewan 

Komisaris dan Charter Direksi dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. 
c. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama menandatangani dokumen 

Perusahaan, yaitu RJPP, RKAP, dan Laporan Tahunan Perusahaan; 



 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan | 12 

Pe
do

m
an

 T
at

a 
Ke

lo
la

 P
er

us
ah

aa
n 

d. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara 
tepat waktu dan lengkap; 

e. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan secara periodik mengenai 
pencapaian kinerja, pelaksanaan fungsi pengawasan internal, dan pelaksanaan tata 
kelola teknologi informasi; 

f. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi 
dari Sekretaris Perusahaan, Fungsi Internal Audit (melalui Komite Audit) dan Fungsi 
Enterprise Risk Management maupun unit dan tim lainnya yang dirasa perlu, 
mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing; 

g. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan 
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 

h. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan 
terhadap hal-hal yang dibicarakan; 

i. Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dari 
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan 
Anggaran Dasar Perusahaan atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan 
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi 
Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai tercantum 
dalam Anggaran Dasar Perusahaan; 

j. Risalah Rapat Dewan Komisaris dikelola oleh Sekretaris Dewan Komisaris; dan 
k. Jika ada hal-hal yang memerlukan tindak lanjut pengawasan, akan dilaksanakan 

melalui tugas khusus. 
 

6.2. Organ Pendukung 
6.2.1. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 

Kualifikasi Sekretaris Perusahaan sangat menentukan kualitas keterbukaan 
Perusahaan. Sekretaris Perusahaan sebagai bagian Perusahaan yang independen 
harus menjadi penengah antara Perusahaan dan investor. Sekretaris Perusahaan juga 
harus menjadi yang terdepan dalam mewakili kepentingan investor. Berdasarkan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tugas dan fungsi Sekretaris 
Perusahaan adalah sebagai berikut: 
a. Memantau perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang 

berlaku di bidang pasar modal.  
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan komisaris untuk mematuhi 

ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pasar modal.  
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang meliputi: 
i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi 

pada situs web; 
ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepat waktu; 
iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 
iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 

dan 
v. Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 
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d. Sebagai penghubung antara perusahaan publik dengan pemegang saham, OJK, dan 
pemangku kepentingan lainnya. 

e. Membuat laporan secara berkala paling kurang satu kali dalam satu tahun 
mengenai pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan 
ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 

 
6.2.2. Internal Audit 

Fungsi Internal Audit Perusahaan dijalankan oleh Chief Audit Executive. 
a. Fungsi pokok Internal Audit: 

Internal Audit memberikan jasa assurance dan consulting yang bersifat independen 
dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki 
operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara 
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan 
proses tata kelola perusahaan. 

b. Tugas dan Tanggung Jawab: 
i. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan assurance dan 

consulting di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan. 
ii. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi 

diterapkan secara memadai. 
iii. Menyusun dan mengusulkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang 

mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan resources 
yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan 
Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 

iv. Melakukan review PKAT yang sedang berjalan, untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan 
tujuan penugasan. 

v. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, 
perubahan PKAT, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan 
Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 

vi. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung 
dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, advice, dan insight 
yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee. 

vii. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai. 

viii. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak 
terbatas pada kegiatan assurance dan consulting dengan Internal Anak 
Perusahaan. 

ix. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko. 
x. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan 

terkait. 
xi. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional 

Perusahaan. 
xii. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit. 
xiii. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya 

yang relevan. 
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xiv. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan 
institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada 
Direktur Utama dan Komite Audit. 

xv. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan oleh auditor 
eksternal. 

xvi. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam 
melakukan tindak lanjut atas pengaduan melalui Whistleblowing System 
(WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

xvii. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan 
kerugian bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan. 

xviii. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (improvement program) 
kegiatan Internal Audit. 

xix. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan 
Komisaris melalui Komite Audit. 

xx. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan 
Komisaris dan/atau Komite Audit. 

c. Wewenang: 
i. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, 

dan sumber daya Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau 
penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas 
Internal Audit. 

ii. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan 
audit. 

iii. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, 
dan/atau Komite Audit. 

iv. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan 
lainnya. 

v. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan 
maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

vi. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, 
Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 

vii. Melaksanakan kegiatan assurance, consulting dan audit investigasi melalui 
mekanisme yang telah ditentukan. 

viii. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Internal Audit di Holding, 
Subholding, Anggota Subholding, dan Anak Perusahaan Services sesuai 
dengan pola koordinasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama. 

d. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) 
Piagam Audit Internal disusun sebagai pedoman Internal Audit untuk 
melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya secara kompeten, 
independen dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh 
semua pihak yang berkepentingan. Piagam Audit Internal ditandatangani oleh 
Direktur Utama dan Ketua Komite Audit.  
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6.2.3. Komite Penunjang Dewan Komisaris.  
Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Penunjang Dewan Komisaris ditingkat 
Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dan untuk 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Komite Penunjang 
Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris; Pembentukan 
Komite Penunjang Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ACGS) maka Perusahaan memiliki 3 (tiga) Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu: 
• Komite Audit; 
• Komite Pemantau Risiko; 
• Komite Nominasi dan Remunerasi. 
Tugas, wewenang, keanggotaan dan hal-hal lain yang terkait dengan Komite 
Penunjang Dewan Komisaris di atas diatur dalam Charter tersendiri. 
 

6.2.4. Sekretaris Dewan Komisaris. 
Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang dalam 
kesehariannya berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan.  Sekretaris Dewan 
Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dan 
Komite Penunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa: 
a. Memastikan implementasi kepatuhan dan memberikan masukan kepada Dewan 

Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG serta memberikan 
masukan mengenai hal-hal strategis lainnya. 

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Komite 
Penunjang Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila 
diminta. Informasi tersebut dapat berupa antara lain: 
i. Materi untuk Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite Dewan Komisaris maupun 

rapat-rapat lain terkait fungsi Dewan Komisaris. 
ii. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan 

Komisaris. 
iii. Monitoring berkaitan dengan hal yang harus mendapatkan persetujuan atas 

rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan 
Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. 

c. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar 
Perusahaan maupun risalah Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris. 

d. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan 
Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya. 

e. Mengkoordinasikan anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris, jika diperlukan 
dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris. 

f. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite 
Penunjang Dewan Komisaris. 

g. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris dan Komite Penunjang 
Dewan Komisaris. 
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h. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dan Komite Penunjang 
Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Direksi dan Manajemen 
Perusahaan maupun stakeholders lainnya.  

i. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. 
 

6.3. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 
6.3.1. Pendelegasian Wewenang RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif. 

a. Pendelegasian wewenang RUPS. 
RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris dengan 
syarat dan kondisi tertentu  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris 
Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Dewan 
Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa dengan tidak menghilangkan sifat 
pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagai sebuah majelis. Dewan Komisaris 
dapat menugaskan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangannya kepada 
Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. 

c. Pendelegasian wewenang Direksi 
i. Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi lainnya 

melalui Surat Kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya 
dalam arti bukan merupakan kuasa umum atau yang menghilangkan sifat 
tugas dan fungsi Direksi. 

ii. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya, perlu 
ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan Direksi yang dapat 
diambil oleh : 
• Anggota Direksi secara individual. 
• Anggota Direksi yang mengatasnamakan Direksi secara kolektif. 

iii. Direksi dapat menugaskan pegawai atau pihak di luar Perusahaan untuk 
menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangannya dengan 
dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan atau Surat Edaran atau Surat Kuasa 
Direksi; 

d. Pendelegasian wewenang Pejabat Eksekutif 
Pejabat Eksekutif (Pimpinan Fungsi) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada 
pejabat satu tingkat dibawahnya, namun tidak menghilangkan tugas dan fungsinya 
serta sifat pertanggungjawabannya yang dalam hal tertentu perlu dituangkan di 
dalam Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Pendelegasian kewenangan Direksi dan Pejabat Eksekutif secara lebih khusus 
diatur dalam dalam Pedoman Pelimpahan Kewenangan Perusahaan. 
 

6.3.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. 
a. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 

i. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 
ii. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi 

dan nominasi yang transparan dengan memperhatikan rekomendasi Komite 
Nominasi dan Remunerasi serta mempertimbangkan keahlian, integritas, 
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kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, maupun 
kecukupan waktunya demi kemajuan Perusahaan. 

iii. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan penutupan 
RUPST yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya;  

iv. Proses pemberhentian Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS akan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kecuali pemberhentian dimaksud disebabkan karena keputusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau mengundurkan diri, maka 
Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri; 

v. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan 
pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS; 

vi. Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut tetap diminta 
pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan 
tanggal efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan Dewan Komisaris 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan. 

vii. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan 
permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan. 

viii. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan 
pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 

ix. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan 
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
mengenai: 
• Diterimanya pengunduran diri Dewan Komisaris 
• Keputusan pemberhentian sementara 
• Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas 

x. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga 
mengakibatkan jumlah Anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang 
dipersyaratkan, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah 
ditetapkan di RUPS dan telah diangkat Anggota Dewan Komisaris yang baru 
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah Anggota Dewan Komisaris. 

b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi 
i. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 
ii. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi 

yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, 
kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, maupun kecukupan 
waktunya demi kemajuan Perusahaan serta memperhatikan rekomendasi 
Komisaris berdasarkan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.  

iii. Calon-calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perusahaan 
dapat diusulkan oleh Komisaris melalui kajian Komite Remunerasi dan 
Nominasi. 

iv. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan 
kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen 
sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. 
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v. Masa jabatan anggota Direksi adalah sampai dengan penutupan RUPST yang 
ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya.  

vi. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa 
jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota 
Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan 
rapat Komisaris yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan 
anggota Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan 
pengadilan, atau melalaikan kewajibannya.  

vii. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara 
tertulis harus disampaikan oleh Direktur yang mengundurkan diri tersebut 
kepada Perusahaan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan 
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan 
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari 
setelah diterimanya surat pengunduran diri. 

viii. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan 
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah: 
• Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi. 
• Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas. 

ix. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan 
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran 
diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat 
Anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah 
Anggota Direksi. 

x. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Direksi yang bersangkutan 
tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya 
sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 

xi. Direktur yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai tanggal penetapan 
pengunduran dirinya sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam 
Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan. 
 

6.3.3. Program Pengenalan/Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas Bagi Anggota Dewan 
Komisaris Dan Direksi Baru. 
a. Program Pengenalan Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 
i. Untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat, wajib 

diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perusahaan secara umum. 
ii. Tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Corporate 

Secretary. 
iii. Program pengenalan meliputi: 

• Profil Perusahaan, termasuk strategi, rencana kerja dan anggaran jangka 
pendek dan jangka panjang; 

• Update Kinerja Perusahaan; 
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• Pemahaman terkait prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan 
Perusahaan (Standar Etika Bisnis); 

• Kewajiban, tugas, tanggung jawab serta hak-hak Direksi dan Dewan 
Komisaris; 

• Informasi-informasi lain yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 

iv. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke 
kantor cabang, ke fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau 
program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. 

v. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
setelah pengangkatan Anggota Direksi baru. 

b. Peningkatan Kapabilitas 
i. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini 
dari bisnis inti Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian 
hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan. Peningkatan kapabilitas 
diungkapkan dalam Laporan Tahunan.  
Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:  
• Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas kerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 
• Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas 

dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan 
Direksi.  

ii. Program Peningkatan Kapabilitas dapat berupa: 
• Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan updating 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha 
Perusahaan, serta teknologi informasi. 

• Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya 
yang dapat membawa Perusahaan menuju visi dan misi yang hendak 
diwujudkan. 

• Pengembangan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan 
seluruh pemangku kepentingan untuk menimbulkan sense of supporting 
para pemangku kepentingan terhadap eksistensi Perusahaan dalam jangka 
panjang.  

• Pengembangan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam 
mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk 
mengantisipasi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di 
masa yang akan datang. 

• Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan.  
• Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.  
• Pengetahuan Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha 

Perusahaan. 
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6.3.4. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 
a. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 

i. Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja 
Dewan Komisaris secara kolegial maupun individu melalui mekanisme mandiri 
setiap tahunnya berdasarkan tingkat pencapaian Perusahaan dibandingkan 
dengan target (Key Performance Indicator) yang telah disepakati. Hak ini 
sebagaimana tertuang dalam Board Manual. 

ii. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai 
evaluasi atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain berdasarkan Laporan 
Tugas Pengawasan, penilaian atau evaluasi atas kinerja Dewan Komusaris juga 
dilaksanakan berdasarkan realisasi KPI, yang merupakan pengukuran 
keberhasilan kinerja Dewan Komisaris atas hasil kerja kolegial dari seluruh 
Dewan Komisaris 

iii. Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
• Evaluasi secara kolegial 

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dilakukan berdasarkan 
kriteria penilaian antara lain meliputi: 
- Struktur dan komposisi Dewan Komisaris. 
- Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. 
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

kebijakan Perusahaan. 
- Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan. 
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan. 

• Evaluasi secara individu 
- Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun rapat 

gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi beserta rapat gabungan 
Dewan Komisaris dengan Direksi beserta rapat dengan Komite-Komite 
Penunjang dibawah Dewan Komisaris. 

- Konstribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap 
Jajaran Manajemen. 

• Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga disampaikan secara umum sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada 
saat RUPS Tahunan dan laporan tahunan Perusahaan. 

b. Penilaian Kinerja Direksi 
i. Perusahaan melakukan evaluasi kinerja Direksi baik secara kolegial maupun 

individu melalui mekanisme mandiri setiap tahunnya berdasarkan tingkat 
pencapaian Perusahaan dibandingkan dengan target (Key Performance 
Indicator) yang telah disepakati. Evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan dengan 
mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. 

ii. Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
• Evaluasi secara kolegial 

Evaluasi kinerja Direksi secara kolegial dilakukan berdasarkan pencapaian 
secara keseluruhan, antara lain mencakup kriteria: 
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- Perspektif Finansial 
- Perspektif Customer Focus 
- Perspektif Internal Process 
- Perspektif Learning & Growth 

• Evaluasi secara individu 
Penilaian kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi, dengan 
kriteria target kinerja yang dituangkan dalam kertas kerja sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Evaluasi 
Direktur Utama telah tercermin dalam penilaian kinerja Direksi secara 
kolegial yang telah disebutkan sebelumnya. 

iii. Evaluasi kinerja Direksi juga disampaikan secara umum sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS 
Tahunan dan laporan tahunan Perusahaan. 

 
6.3.5. Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi Dan Rapat 

Komite-Komite. 
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

i. Pemberitahuan RUPS 
Perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu mata acara rapat kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum 
pengumuman RUPS. 

ii. Pengumuman RUPS 
• Perusahaan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang 

Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 
pemanggilan. Pengumuman tersebut paling kurang memuat: 
- Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS. 
- Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara 

rapat. 
- Tanggal penyelenggaraan RUPS. 
- Tanggal pemanggilan RUPS. 

• Pengumuman dilakukan paling kurang melalui: 
- Situs web Bursa Efek. 
- Situs web penyedia e-RUPS. 
- Situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling 

kurang dalam Bahasa Inggris. 
iii. Pemanggilan RUPS 

• Pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham 
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum acara RUPS 
dilaksanakan. pemanggilan harus paling kurang memuat: 
- Tanggal penyelenggaraan. 
- Waktu penyelenggaraan. 
- Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS. 
- Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut. 
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- Informasi yang menyatakan bahwa bahan rapat telah tersedia bagi 
Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai 
dengan RUPS diselenggarakan. 

• Pemanggilan dilakukan paling kurang melalui: 
- Situs web Bursa Efek. 
- Situs web penyedia e-RUPS  
- Situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling 

kurang dalam Bahasa Inggris. 
iv. Pelaksanaan RUPS 

• RUPS dilakukan di tempat kedudukan Perusahaan. 
• RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan 

Komisaris. 
• RUPS diawali dengan pembacaan Tata Tertib RUPS. 
• Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan 

kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai: 
- Kondisi Umum Perusahaan 
- Mata acara rapat 
- Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat 
- Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau pendapat 
• RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam mata acara RUPS. 
• Mata acara tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS. 

v. Pengambilan Keputusan 
• Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak 

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara 
yang sah dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan RUPS. 

vi. Hasil RUPS 
• Hasil RUPS dituangkan dalam Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS; 
• Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 

1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 
Tanda tangan tidak disyaratkan jika Risalah RUPS dibuat dalam bentuk 
notariil; 

• Risalah RUPS harus ditandatangani oleh Pemegang Saham, Dewan 
Komisaris dan Direksi; 

• Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan;  

• Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: 
- Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPS. 
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir. 



 

23 | Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

Pedom
an Tata Kelola Perusahaan 

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS 
beserta persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak 
suara yang sah. 

- Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk 
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata 
acara rapat. 

- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau 
memberikan pendapat terkait mata acara rapat. 

- Mekanisme pengambilan keputusan RUPS. 
- Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju 

dan abstain untuk setiap mata acara rapat. 
- Keputusan RUPS. 
- Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang 

berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen 
tunai. 

• Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah RUPS diselenggarakan.  

• Pengumuman ringkasan Risalah RUPS paling kurang dilakukan melalui: 
- Situs Web Bursa Efek. 
- Situs web penyedia e-RUPS. 
- Situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling 

kurang dalam Bahasa Inggris. 
b. Rapat Dewan Komisaris 

i. Kebijakan Umum 
• Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan 

Komisaris. 
• Rapat Dewan Komisaris terdiri atas: 

- Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris,  
- Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Terkait dan 

Manajemen.  
- Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, yaitu Rapat Bersama Direksi 

yang dihadiri oleh Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan 
Komisaris. 

• Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Dewan Komisaris diadakan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.  

• Rapat Internal Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal 
Komisaris Utama berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin 
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Komisaris lainnya 
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak 
melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama 
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan 
Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling 
lama menjabat lebih dari satu orang, maka yang memimpin rapat adalah 
anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia. 
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• Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan 
disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan 
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. 

• Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat 
rapat. 

• Bahan Rapat disampaikan kepada Peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari 
sebelum rapat diselenggarakan. Jika Rapat yang diselenggarakan diluar 
jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada Peserta Rapat 
paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan. 

• Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau 
tempat kegiatan usaha Perusahaan. 

• Dalam pembahasan materi rapat, para Anggota Dewan Komisaris 
diperkenankan untuk tidak setuju walaupun secara keseluruhan jumlah 
suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini maka keputusan tidak 
setuju tersebut harus tercatat dalam risalah rapat sebagai bentuk dari 
dissenting opinion. 

ii. Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi 
• Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi merupakan bentuk rapat 

koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik dan hal-hal 
yang bersifat strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan, arahan dan 
keputusan yang dituangkan dalam risalah rapat. 

• Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan sesuai dengan 
kebutuhan. 

• Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

• Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dan disampaikan paling 
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Materi rapat 
disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan. 

• Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah 
disusun, materi rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat 
diselenggarakan. 
 

iii. Mekanisme Kehadiran Rapat 
• Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal 

Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Dewan 
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih 
oleh dan dari antara Anggota Dewan Komisaris yang hadir. 

• Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan 
Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat 
kuasa. 

• Dalam hal rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 
genap (termasuk kuasanya) dan terdapat jumlah suara yang sama dalam 
pengambilan keputusannya, maka keputusan ditentukan oleh Ketua Rapat. 
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• Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dihadiri oleh Anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan atau 
pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama/Direktur Utama, kecuali 
untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan 
Komisaris dan Direktur. 

iv. Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan 
• Semua keputusan Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, 

pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap 
berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari 
benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing 
Anggota Dewan Komisaris. 

• Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang 
mengikat, apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota Dewan 
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 

• Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju oleh 
paling sedikit 2 3�  (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan 
dalam rapat. 

• Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat 
Dewan Komisaris yang menentukan.  

• Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Dewan 
Komisaris lain yang diwakilinya. 

• Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara 
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanpa 
ada keberatan dari yang hadir. 

• Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Dewan 
Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut 
serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut 
harus dicatat dalam risalah rapat. 

• Keputusan rapat Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti berupa Surat 
Keputusan Dewan Komisaris harus merujuk pada risalah rapat Dewan 
Komisaris yang sesuai dengan keputusan tersebut. 

• Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota 
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh Anggota 
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. 

• Apabila dalam persetujuan Dewan Komisaris yang diberikan disertai 
dengan persyaratan, maka persyaratan tersebut harus jelas, terukur dan 
tidak menimbulkan multi tafsir serta harus memenuhi asas fairness kepada 
Direksi. 
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v. Risalah Rapat 
• Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat 

secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang 
hadir dan risalah tersebut disampaikan ke seluruh anggota Dewan 
Komisaris. 

• Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Bersama 
Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota 
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah 
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan 
anggota Direksi. 

• Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi 
yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib 
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 
dilekatkan pada risalah rapat. 

vi. Tingkat Kesegeraan Pengambilan dan Penyampaian Keputusan Dewan 
Komisaris. 
• Pengambilan keputusan Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) 

hari sejak usulan tindakan disampaikan oleh Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. 

• Penyampaian keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi paling lambat 14 
(empat belas) hari sejak ditetapkan. 

c. Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris 
i. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 

3 (tiga) bulan untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, dan paling 
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk Komite Penunjang lainnya 
atau sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 

ii. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila: 
• Dihadiri oleh Mayoritas dari jumlah anggota Komite. 
• Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite di atas merupakan Ketua 

Komite. 
iii. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam 

hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan 
berdasarkan suara terbanyak. 

iv. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan 
suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua rapat yang akan 
memutuskan. 

v. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, Perbedaan pendapat (dissenting 
opinions) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas 
dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 

vi. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan 
secara baik oleh Komite atau Sekretaris Dewan Komisaris. 
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6.3.6. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yaitu rencana strategis 
yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh 
Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RJPP bertujuan diantaranya untuk 
meningkatkan kapabilitas internal guna merespon dinamika perubahan industri energi 
Indonesia, termasuk di dalamnya sektor migas. 
a. Muatan RJPP 

Muatan RJPP sekurang-kurangnya terdiri dari 
i. Diawali dengan Pendahuluan yang memuat penjelasan dan rincian tentang: 

• Latar belakang perusahaan; 
• Visi dan Misi perusahaan; 
• Struktur Organisasi & Komposisi SDM; 
• Struktur Korporasi termasuk anak perusahaan. 

ii. Posisi Perusahaan yang memuat rincian tentang: 
• Kapabilitas Perusahaan; 
• Posisi terhadap perusahaan sejenis; 
• Kinerja Perusahaan. 

iii. Analisa Lingkungan Usaha : 
• Analisa lingkungan makro; 
• Analisa lingkungan Industri. 

iv. Formulasi Strategi: 
• Nilai tambah pemangku kepentingan; 
• Rangkuman faktor internal dan eksternal; 
• Strategi korporat (arahan strategis, strategi portofolio, strategi parenting 

dan strategic mapping); 
• Arah pengembangan Perusahaan. 

v. Proyeksi Keuangan: 
• Asumsi dan parameter dasar; 
• Proyeksi rasio keuangan; 
• Rencana investasi dan pendanaan; 
• Proyeksi laba rugi, posisi keuangan dan arus kas Perusahaan. 

vi. Kajian Risiko 
• Potensi risiko dan mitigasi. 

b. Penyusunan, Pengesahan dan Sosialisasi RJPP 
Proses penyusunan dan pengesahan RJPP adalah sebagai berikut: 
i. Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka 

panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang 
memetakan kondisi Perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa 
mendatang. 

ii. Perumusan RJPP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen 
Perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up 
yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk perumusan RJPP yang antara lain 
melalui mekanisme sebagai berikut: 
• Arahan langsung dari Direksi. 
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• Brainstorming divisi dan Entitas Anak. 
iii. Proses penyusunan dan pengesahan RJPP mencakup: 

• Penyusunan RJPP, dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan 
internal dan eksternal Perusahaan, melakukan analisa kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), mempertimbangkan masukan 
yang diperoleh dari berbagai Fungsi/Unit kerja. 

• Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris untuk 
mendapatkan klarifikasi, masukan, rekomendasi dan persetujuan. 

iv. Direksi wajib melakukan sosialisasi RJPP kepada segenap jajaran Perusahaan. 
• Sosialisasi RJPP dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi langsung, 

ataupun melalui media internal Perusahaan baik elektronik maupun cetak. 
• Sosialisasi RJPP ke segenap jajaran Perusahaan oleh Direksi dapat 

diwakilkan oleh pejabat atau staf yang ditunjuk berdasarkan 
kewenangannya. 

 
6.3.7. Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP)  

a. Muatan RKAP 
Muatan RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari: 
i. Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan); 
ii. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;  
iii. Rencana kerja Perusahaan;  
iv. Anggaran Perusahaan;  
v. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan;  
vi. Tingkat kinerja Perusahaan. 

b. Penyusunan dan Pengesahan RKAP 
i. Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun, 

mencakup berbagai program kegiatan tahunan Perusahaan yang lebih rinci. 
ii. Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen 

Perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-
up, dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris.  

iii. Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris Elnusa 
untuk diajukan pengesahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran Perusahaan.  

iv. Rancangan RKAP yang telah disetujui oleh Direksi diberikan kepada Dewan 
Komisaris untuk direview dan disahkan.  

v. Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari sebelum tahun anggaran berjalan.  

c. Revisi RKAP 
Revisi RKAP dapat dilakukan apabila hasil atas review dan progress report dari 
fungsi-fungsi diputuskan bahwa RKAP dinilai sudah tidak sesuai dengan strategi 
yang diterapkan oleh Perusahaan. 

d. Pelaksanaan dan Monitoring RKAP 
i. Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan pelaksanaan RKAP 

setiap bulan dan secara tahunan. 
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ii. Pelaksanaan dan pencapaian RKAP harus diawasi oleh Komisaris. Hasil 
pengawasan tersebut disampaikan oleh Komisaris dalam Rapat Rutin Dewan 
Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. 
 

6.3.8. Benturan Kepentingan 
Setiap jajaran Perusahaan harus menghindari situasi yang menyebabkan terjadinya 
benturan atau berpotensi menjadi benturan antara kepentingan pribadi, 
keluarga/kelompok dengan kepentingan Perusahaan. Untuk menghindari terjadinya 
benturan kepentingan, Perusahaan menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat Eksekutif wajib 

mengungkapkan kepemilikan saham di Perusahaan dan perusahaan lain dalam 
Daftar Khusus dan Deklarasi Conflict of Interest sebagaimana diatur di dalam 
perundang-undangan yang berlaku. 

b. Setiap pribadi jajaran Perusahaan, dilarang memanfaatkan jabatan untuk 
kepentingan pribadi atau orang lain atau pihak lain dan/atau melanggar 
ketentuan yang berlaku. 

c. Setiap pribadi jajaran Perusahaan dilarang menggunakan informasi penting 
dan/atau rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi, orang lain dan pihak lain 
yang merugikan Perusahaan. 

Ketentuan detail terkait dengan benturan kepentingan tertuang dalam prosedur 
khusus terkait dengan Benturan Kepentingan Perusahaan. 

 
6.4. Pengendalian Internal Perusahaan 

6.4.1. Pengelolaan Fungsi Manajemen Risiko 
a. Kebijakan Umum 

Peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 
risiko dimaksudkan agar kendala ataupun potensi kendala yang dihadapi 
Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usaha tidak menimbulkan kerugian 
yang melebihi kemampuan Perusahaan atau mengganggu kelangsungan usaha 
Perusahaan. Pengelolaan risiko pada setiap aktivitas fungsional Perusahaan harus 
sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan 
risiko yang akurat dan komprehensif. 

b. Struktur Organisasi 
Fungsi Manajemen Risiko adalah unit kerja struktural yang memiliki peran ganda, 
yakni peran koordinasi untuk pengelolaan risiko Perusahaan (enterprise risk 
management) dan peran kepatuhan (compliance) untuk pengelolaan risiko 
proyek (project risk management). Pengelola risiko adalah risk owners (pemegang 
akuntabilitas) dan risk champions (pemegang responsibilitas) di Fungsi Operasi 
maupun Fungsi Shared Services. Risk owners dan risk champions ditetapkan 
secara tersendiri dalam suatu Surat Keputusan Direksi Perusahaan. 

c. Pelaksanaan 
Strategi Penerapan Manajemen Risiko mencakup penetapan batas toleransi 
risiko, penyusunan risk profile termasuk di dalamnya pembuatan skala prioritas 
dan penetapan rencana risk treatment, pemantauan dan pelaporan pengelolaan 
risiko, pengembangan budaya risiko, penyediaan infrastruktur manajemen risiko. 
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d. Pengendalian 
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis Perusahaan yang terintegrasi 
kedalam suatu sistem yang berbasis risiko sesuai dengan peraturan internal dan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

e. Pelaporan 
Fungsi Risk Management menyusun laporan manajemen risiko kuartal sebagai 
tindak lanjut dari penyusunan kertas kerja risk register dan monitoring sheet dan 
melaporkannya kepada Direksi secara periodik. 

 
6.4.2. Pengelolaan Fungsi Internal Audit 

a. Kebijakan Umum 
Internal Audit merupakan bagian dari organisasi Perusahaan yang memiliki 
peranan penting dalam perkembangan Perusahaan yaitu bertugas dan 
bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen 
serta rekomendasi perbaikan kepada Direktur Utama serta manajemen terkait 
mengenai kegiatan atau operasional Perusahaan. 

b. Struktur Organisasi 
Secara struktural, bertanggungjawab kepada Direktur Utama Perusahaan dan 
mempunyai hubungan fungsional dengan Komite audit. Dalam menjalankan 
aktivitas assurance dan konsultasi dibentuk tim melalui surat tugas dengan 
jabatan fungsional dan waktu tertentu yang susunannya adalah 
penanggungjawab, ketua tim, dan anggota tim. 

c. Pelaksanaan 
Dalam melaksanakan tugasnya Fungsi Internal Audit secara umum melakukan 
Preliminary audit, audit reguler, konsultasi, audit investigative, dan monitoring 
tindak lanjut audit. Dalam melaksanakan tugas Fungsi Internal Audit harus 
mengacu kepada kode etik Internal Audit, standar profesi Internal Audit, Piagam 
Audit Internal, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Internal Audit. 

d. Pengendalian 
Menjalankan Fungsi assurance untuk memastikan bahwa pengendalian internal, 
manajemen risiko dan proses corporate governance pada proses-proses dalam 
perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan. 

e. Pelaporan 
Chief of Audit Executive wajib menyampaikan Executive Summary Laporan Hasil 
Audit (LHA) kepada Direktur Utama setelah LHA tersebut disepakati dan 
ditandatangani oleh auditee. LHA lengkap disampaikan kepada Komite Audit dan 
auditee. Secara Periodik Chief of Audit Executive melaporkan kepada Direktur 
Utama.  
 

6.4.3. Pengelolaan Fungsi Audit Eksternal 
a. Kebijakan Umum 

Audit Eksternal merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan penting 
dalam membantu Perusahaan menyajikan Laporan Keuangan dan informasi 
keuangan lainnya. Laporan Keuangan dan laporan lainnya yang diaudit oleh 
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Auditor Eksternal merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi 
Perusahaan oleh stakeholders. 

b. Struktur Organisasi 
Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan Perusahaan. Proses 
penunjukan KAP harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Penunjukan KAP 
ditetapkan oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris yang mempertimbangkan 
rekomendasi dari Komite Audit. 

c. Pelaksanaan 
i. Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit atas laporan keuangan tahunan 

Perusahaan pada akhir tahun buku atau pada periode lainnya. 
ii. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan. 

• Perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan kondisi keuangan 
dan non keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

• Laporan kondisi keuangan dan non keuangan dilaporkan kepada 
stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. 

• Seluruh laporan, baik laporan Tahunan maupun Laporan Keuangan secara 
transparan juga dimuat dalam situs web Perusahaan. 

d. Pengendalian 
i. Penunjukan Akuntan Publik yang sama oleh Perusahaan dilakukan untuk 

periode audit 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Setelah 3 
(tiga) tahun maka harus ada cooling off period selama 2 tahun.  

ii. Komite Audit wajib menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian 
jasa audit kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 
berakhir atau tanggal 30 Juni setelah tahun buku yang bersangkutan. 

e. Pelaporan 
Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk harus menyampaikan hasil audit kepada 
Perusahaan secara tepat waktu, bekerja secara independen, memenuhi standar 
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang 
ditetapkan. 

 
6.4.5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

a. Kebijakan Umum 
Pengelolaan SDM tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan 
selalu memiliki SDM yang unggul dan dapat mendukung pencapaian  visi misi 
Perusahaan dengan menerapkan nilai-nilai budaya Perusahaan yang menekankan 
integritas dan profesionalisme SDM sebagai fondasi membangun tata kelola 
Perusahaan yang baik. 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara struktural dilakukan oleh Fungsi 
Human Capital yang dinaungi oleh Direktorat SDM & Umum. 

c. Pelaksanaan 
Pengelolaan SDM yang profesional meliputi serangkaian proses mulai dari 
perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan program orientasi, sampai 
dengan penempatan, pengembangan, promosi serta rotasi dan mutasi, termasuk 
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pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai serta pengelolaan pemutusan 
hubungan kerja. 

d. Pengendalian 
Dalam rangka mewujudkan peran Perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja, 
dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia dimana 
salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan 
sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja 
secara berkelanjutan. 

e. Pelaporan 
Secara Periodik, VP of Human Capital wajib menyampaikan Laporan terkait 
pengelolaan Sumber Daya Manusia kepada Direktur SDM & Umum.  
 

6.4.6. Pengelolaan Bisnis Dan Pemasaran Perusahaan 
a. Kebijakan Umum 

Perusahaan menetapkan perencanaan strategis bisnis, termasuk kegiatan 
pengembangan usaha dan portofolio usaha Perusahaan dengan berfokus pada 
pertumbuhan aset yang sehat dan menjadi market leader serta mampu mencapai 
tujuan Perusahaan yang terdapat dalam Visi Misi Perusahaan dan peningkatan 
keunggulan kompetitif melalui pengembangan bisnis, jasa dan layanan serta 
jaringan luas untuk mendukung keberhasilan Perusahaan. 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan Bisnis Dan Pemasaran Perusahaan secara struktural dilakukan oleh 
Fungsi Business Development & Marketing yang dinaungi oleh Direktorat 
Pengembangan Usaha. 

c. Pelaksanaan 
Secara umum pelaksanaan Pengelolaan Bisnis dan Pemasaran Perusahaan 
dilakukan sebagai berikut : 
i. Melaksanakan rencana strategis bisnis yang telah ditetapkan dalam RJPP dan 

RKAP dengan memperhatikan aspek-aspek risiko,  
ii. Melaksanakan rencana strategis bisnis yang telah ditetapkan dalam RJPP dan 

RKAP dengan memperhatikan aspek resiko dan prinsip-prinsip yang terdapat 
dalam etika bisnis. 

iii. Mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran dan penjualan serta 
pengembangan bisnis, jasa dan layanan. 

iv. Mengembangkan dan melaksanakan strategi guna mengoptimalkan 
keunggulan kompetitif Perusahaan. 

v. Membina hubungan dengan pelanggan (Customer Relation) dengan baik. 
vi. Melakukan pelaporan aktivitas pemasaran dan penjualan Perusahaan. 

d. Pengendalian 
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis Perusahaan yang terintegrasi 
kedalam suatu sistem yang berbasis resiko sesuai dengan peraturan internal dan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

e. Pelaporan 
Pelaporan dilakukan oleh Divisi Business Development & Marketing secara berkala 
terkait laporan kinerja yang mencakup informasi mengenai estimasi pencapaian 
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target pendapatan, aktivitas komersial, dan aktivitas pengembangan bisnis 
Perusahaan.  

6.4.7. Pengelolaan Keuangan 
a. Kebijakan Umum 

i. Proses Keuangan dan Akuntansi Perusahaan dilakukan untuk mengendalikan 
alokasi sumber daya keuangan dalam usaha Perusahaan untuk menghasilkan 
produk yang berkualitas dan memberikan informasi kepada para pemangku 
kepentingan mengenai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 
sumber daya keuangan tersebut. 

ii. Untuk meminimalisasi resiko atas kesalahan pengelolaan keuangan dan 
pencatatan, maka manajemen harus: 
• Memastikan alokasi sumber daya keuangan dilakukan secara efektif dan 

efisien. 
• Pengambilan keputusan bisnis berdasarkan informasi keuangan dan 

akuntansi yang dapat diandalkan. 
iii. Adanya pengendalian intern yang efektif dalam seluruh proses keuangan dan 

akuntansi Perusahaan. Proses keuangan dan akuntansi harus dilakukan 
mengacu kepada peraturan perundangan yang dikeluarkan Pemerintah 
maupun regulator lainnya, baik yang berlaku di wilayah hukum Republik 
Indonesia maupun Internasional. 

iv. Prinsip yang harus dipenuhi dalam proses keuangan dan akuntansi: 
• Transparansi 
• Akuntabilitas 
• Tanggung Jawab  
• Independen 
• Fairness 

v. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya dan harus diserahkan kepada Dewan 
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. 

vi. Manajemen harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki proses 
kebendaharaan (treasury) yang handal dalam transaksi pengelolaan arus kas, 
transaksi perbankan, transaksi pasar uang, maupun transaksi pasar modal 
melalui pengendalian yang efektif atas risiko-risiko maupun manfaat yang 
ditimbulkan dari aktivitas. 

vii. Manajemen harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki laporan keuangan 
dan akuntansi yang disusun menurut standar akuntansi yang berlaku bagi 
Perusahaan serta standar laporan manajemen bagi pengambilan keputusan. 
Proses pelaporan keuangan dan akuntansi dan pelaporan manajemen harus 
memastikan bahwa informasi yang termuat dalam laporan-laporan tersebut 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
• Dapat dipahami yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan 

akuntansi dan laporan manajemen segera dapat dipahami oleh pengguna; 
• Relevan, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan akuntansi dan 

laporan manajemen memiliki pengaruh atas keputusan ekonomi yang 
diambil oleh penggunanya; 
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• Andal, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan akuntansi dan 
laporan manajemen harus bebas dari pengertian yang dapat menimbulkan 
perselisihan dan kesalahan material; 

• Dapat dibandingkan, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan dan 
akuntansi dan laporan manajemen harus dapat dibandingkan antar periode 
untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

viii. Manajemen wajib memiliki prosedur pengendalian intern yang efektif dalam 
proses penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen. 

ix. Manajemen harus memastikan adanya pengawasan secara berkala atas 
kondisi keuangan Perusahaan baikd ari sisi akuntansi keuangan, akuntansi 
manajemen maupun corporate finance serta kemampuan proses keuangan 
dalam mendukung pelaksanaan strategi Perusahaan untuk menjamin bahwa 
resiko informasi keuangan ada dalam kendali dan pengelolaan Perusahaan. 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas 
(segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, 
penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi. Pengelolaan Keuangan 
Perusahaan secara struktural dilakukan oleh Fungsi Controller, dan Finance & 
Treasury yang dinaungi oleh Direktorat Keuangan. 

c. Pelaksanaan 
i. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan 

rencana kerja. 
ii. Direksi dan Dewan Komisaris membuat aturan dan batasan atas transaksi-

transaksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang 
diatur dalam Anggaran Dasar. 

iii. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui 
prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

iv. Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal proses 
pengambilan keputusan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 

d. Pengendalian 
i. Fungsi Financial Business Controller melakukan kontrol terhadap budget atas 

project dari fungsi operasi dan fungsi support dan memeriksa apabila ada 
pengeluaran yang tidak sesuai dengan budget dan melakukan fungsi control 
dan reminder jika sudah tidak sesuai dengan plan yang disetujui termasuk 
kontrol budget atas PR dari Fungsi Aset. 

ii. Fungsi Financial Business Controller membuat laporan status aktual 
dibandingkan dengan budget (realisasi vs anggaran) pada setiap bulannya dan 
dilaporkan kepada setiap Divisi. 

iii. Fungsi Controller memastikan mekanisme pencatatan pendapatan dan biaya 
sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada dan sesuai dengan syarat dan 
prosedur yang berlaku di perusahaan 

e. Pelaporan 
i. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan aturan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). 
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ii. Pedoman penyajian Laporan Keuangan Perusahaan sebagai perusahaan publik 
mengacu kepada Peraturan Bapepam & LK Nomor: KEP-347/BL/2012 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan 
Publik. 

iii. Laporan keuangan disusun dan diterbitkan secara berkala yaitu laporan 
keuangan dan laporan keuangan tengah tahunan yang berjangka waktu 3 
(tiga) bulan setiap laporannya (Triwulan) sesuai dengan Peraturan Bapepam & 
LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 
Emiten atau Perusahaan Publik. 

iv. Laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan aadalah termasuk Laporan 
Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal Perusahaan 
pada setiap akhir periode akuntansi. 

 
6.4.8. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

a. Kebijakan Umum 
i. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya mencakup 
prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut harus 
ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan perubahan 
lingkungan usaha. 

ii. Direksi menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan 
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara pemilihan langsung, 
penunjukan langsung, dan Pelelangan Terbuka. 

iii. Tujuan Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa, mencakup hal-
hal. 
• Meningkatkan efisiensi 
• Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan. 
• Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. 
• Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme.  
• Mengutamakan produksi dalam negeri. 
• Meningkatkan sinergi antar Elnusa Group. 

 
b. Struktur Organisasi 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan secara struktural dilakukan 
oleh Fungsi Supply Chain Management yang dinaungi oleh Direktorat SDM & 
Umum. 

c. Pelaksanaan 
i. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila suatu 

barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam RKAP, maka 
unit/fungsi yang bersangkutan harus meminta persetujuan pejabat 
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

ii. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost 
consciousness) dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak tertentu.  
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iii. Perusahaan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang ada 
di setiap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui jejak rekam 
(track record) dari setiap penyedia barang/jasa.  

iv. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan 
hasilnya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia 
barang/jasa serta dipakai sebagai masukan dalam proses pengadaan 
barang/jasa selanjutnya.  

v. Tahapan pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui sistem pengadaan yang 
telah tersedia. 

vi. Perusahaan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / owner estimate 
(OE) yang dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data harga unit 
setempat dan/atau unit lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.  

vii. Setiap pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan harus diikat dengan 
Surat Perjanjian (Kontrak), Purchase Order, atau Surat Perintah Kerja dengan 
mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

d. Pengendalian 
i. Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan 

bahwa barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah mendapat 
persetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah dalam nilai 
pengadaan yang lebih kecil. 

ii. Setiap anggota panitia pengadaan, penyedia barang/jasa dan pejabat yang 
berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang 
berisikan tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan 
transparan. 

iii. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Pelaporan 
Secara berkala unit atau Fungsi pengadaan barang dan jasa /Panitia pengadaan 
barang/jasa membuat laporan kepada pemberi tugas yang memuat, antara lain, 
informasi mengenai surat pesanan dan kontrak-kontrak yang sudah selesai dan 
informasi mengenai adanya wanprestasi dari mitra kerja. 

 
6.4.9. Sistem Manajemen Kinerja dan Remunerasi 

a. Kebijakan Umum 
i. Manajemen kinerja adalah suatu upaya mengelola, mengarahkan, dan 

menciptakan pemahaman bersama mengenai sasaran yang akan dicapai 
perusahaan, upaya untuk mencapainya serta aturan-aturan terkait dalam 
proses pelaksanaannya. 

ii. Tujuan manajemen kinerja adalah untuk memastikan perusahaan mencapai 
sasaran yang ingin dicapai yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan 
keputusan terkait remunerasi/ kompensasi, promosi, rotasi, demosi, serta 
kriteria bagi pelaksanaan program pembinaan. 

iii. Kinerja dan remunerasi/kompensasi yang dimaksud meliputi kinerja dan 
remunerasi/kompensasi Pekerja. 
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iv. Manajemen kinerja bagi pekerja meliputi penetapan sasaran kerja (planning), 
pengendalian pencapaian sasaran kerja (controlling) dan peninjauan sasaran 
kerja (reviewing), serta penilaian atas pencapaian target dari sasaran kerja. 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja dan Remunerasi sdilakukan oleh Fungsi 
Human Capital yang dinaungi Direktorat SDM & Umum. 

c. Pelaksanaan 
i. Perusahaan merumuskan sistem manajemen kinerja yang obyektif dan 

terdokumentasi, yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan, 
pembinaan dan perhitungan remunerasi bagi Pekerja. 

ii. Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja Pekerja adalah prestasi hasil 
kerja dan kompetensi pekerja.  

iii. Sasaran kinerja Pekerja dibuat untuk periode satu tahun kalender sejalan 
dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dijabarkan oleh Direksi 
menjadi sasaran kinerja unit-unit kerja dan akhirnya menjadi sasaran kinerja 
individual. Sasaran kinerja ini hanya dapat dievaluasi ulang apabila terjadi hal-
hal yang berada di luar kendali unit kerja/pejabat yang bersangkutan.   

iv. Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment yang 
tegas dan konsisten serta pengembangan yang terarah.  

v. Perusahaan memberikan remunerasi kepada Pekerja berdasarkan kinerja 
yang dicapai oleh Pekerja berupa clean wages dan penerimaan lainnya yang 
disyaratkan oleh peraturan Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.  

vi. Perusahaan dapat mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian 
kinerja dan sistem remunerasi agar selalu mengikuti perkembangan yang ada. 
 

d. Pengendalian 
i. Untuk mengevaluasi kinerja Fungsi/Unit/Anak Perusahaan, menggunakan 

Sasaran Kerja  Unit (SKU) yang dituangkan dalam RKAP atau sasaran yang 
diturunkan dari RKAP.  

ii. Untuk mengevaluasi kinerja individual, Perusahaan menggunakan SPK (Sistem 
Penilaian Kinerja) yang merupakan suatu proses untuk menciptakan 
pemahaman bersama antara pekerja dengan atasannya tentang apa yang yang 
akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.  

iii. SKU dan SPK harus berkorelasi dan dievaluasi secara berkala. 
e. Pelaporan 

i. Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi yang handal sehingga 
menghasilkan laporan yang berkualitas yaitu mudah dipahami, relevan, 
akurat, tepat waktu, layak audit (auditable), dan bertanggung-gugat 
(accountable). 

ii. Laporan harus diterbitkan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang 
relevan, akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

iii. Format laporan harus mengikuti standar yang sudah ditentukan dengan 
memperhatikan tingkatan dan struktur organisasi. 
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6.4.10. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) 
a. Kebijakan Umum 

Kegiatan CSR harus dilandaskan kepada nilai-nilai dan standar etika Perusahaan 
yang berlaku. Proses CSR dilakukan mengacu kepada peraturan perundangan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah maupun regulator lainnya baik yang berlaku di 
wilayah hukum Republik Indonesia maupun internasional. 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) 
Perusahaan secara struktural dilakukan oleh Fungsi Corporate Secretary yang 
dinaungi oleh Direktorat Utama. 

c. Pelaksanaan 
Kegiatan CSR yang dilakukan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, 
tanggungjawab, independen, dan kewajaran. Pelaksanaan kegiatan CSR harus 
menggunakan metode-metode yang efektif sesuai dengan sifat hubungan 
Perusahaan dengan para stakeholders dan kebutuhan para stakeholders tersebut. 
Jika digunakan hubungan kemitraaan dengan pihak lain dalam pelaksanaan CSR, 
maka kegiatan tersebut harus memastikan bahwa pihak lain tersebut bekerja 
dalam koridor strategi CSR Perusahaan.  

d. Pengendalian 
Memastikan adanya komunikasi publik dan media yang efektif mengenai 
pelaksanaan CSR Perusahaan sehingga setiap saat reputasi perusahaan dapat terus 
dijaga dan ditingkatkan. Kegiatan CSR yang telah dilaksanakan harus dilaporkan 
melalui monitoring dan evaluasi secara berkala maupun ad-hoc baik aspek 
efektivitas maupun efisiensi pelaksanaannya. 

e. Pelaporan 
Pelaporan kegiatan CSR Perusahaan dilakukan setiap bulan kepada Corporate 
Secretary. Kegiatan CSR di Anak Perusahaan harus dikoordinasikan dan dilaporkan 
kepada Elnusa Holding secara terintegrasi. 

 
6.4.11. Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan (HSSE) 

a. Kebijakan Umum 
i. Perusahaan menerapkan HSSE dalam setiap kegiatannya secara konsisten 

untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden diantaranya kecelakan 
kerja, gangguan kemanan, cedera dan/atau sakit penyakit pada seluruh 
karyawan, pelanggan, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya, serta 
kerusakan pada aset perusahaan dan lingkungan di seluruh area operasional 
Perusahaan. 

ii. Perusahaan menyatakan aspek kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan 
lingkungan (HSSE) sebagai:  
• Prioritas utama setiap melakukan kegiatan. 
• Ukuran untuk menilai kualitas pekerjaan dan pekerja. 
• Tanggung jawab Manajemen dan seluruh Pekerja.  

iii. Perusahaan menerapkan kebijakan dan standar HSSE yang memenuhi atau 
melampui peraturan perundangan, persyaratan pelanggan, dan standar 
industri yang berlaku. 
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iv. Perusahaan menetapkan & menerapkan Sistem Manajemen HSSE mengacu 
pada Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja, SUPREME 
(Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence),  ISO 
45001 (Management Sistem Kesehatan & keselamatan Kerja), ISO 14001 
(Management Sistem Lindung Lingkungan). 

v. Perusahaan mempunyai komitmen untuk berupaya menekan sekecil mungkin 
potensi dampak negatif dari diabaikannya aspek-aspek K3LL melalui 
penerapan budaya K3LL secara konsisten dan berkesinambungan.  

vi. Budaya kepedulian terhadap K3LL disosialisasikan dan diimplementasikan 
oleh seluruh Pekerja dan Mitra kerja.  

vii. Setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan aspek K3LL.  
viii. Perusahaan mengalokasikan sumber daya dan dana yang memadai untuk 

mendukung pelaksanaan program K3LL.  
ix. Perusahaan melakukan pembinaan terhadap pegawai dan mitra kerja di 

bidang penanganan K3LL. 
b. Struktur Organisasi 

Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan (K3LL)  
Perusahaan secara struktural dilakukan oleh Fungsi HSSE dibawah Direktorat 
Utama. 

c. Pelaksanaan 
i. Keselamatan Kerja 

Untuk menciptakan keselamatan kerja, Perusahaan harus: 
• Melakukan kaji resiko dan bahaya dalam setiap aktivitas dan pekerjaan 
• Melakukan mitigasi resiko dan bahaya dengan mengutamakan tindakan 

yang bersifat preventif untuk mencegah terjadi insiden.  
• Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap 

semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk 
mencapai kesiapan yang optimal.  

• Meningkatkan kompetensi HSSE kepada seluruh pekerja secara berkala.  
• Melakukan penanggulangan atas inisiden yang terjadi sesuai dengan 

standar dan prosedur yang berlaku. 
• Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden termasuk near 

miss dan kecelakaan yang terjadi dalam rangka mencari fakta dan 
mengidentifikasi penyebab kecelakaan untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan yang sama.  

• Membuat laporan atas setiap insiden yang terjadi dan melaporkannya 
kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan prosedur pelaporan insiden. 

• Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang 
keselamatan kerja. 

• Melakukan review dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen 
K3LL dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan pekerja termasuk 
mitra kerja. 

• Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap 
perkembangan teknologi keselamatan kerja. 
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ii. Kesehatan Kerja 
• Melalukan pemeriksaan kesehatan pekerja melalui pelaksanaan medical 

check up dan daily check up secara berkala. 
• Melakukan pemantauan status hasil medical check up pekerja hingga 

dinyatakan fit to work. 
• Melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kewaspadaan pekerja terkait kesehatan kerja. 
• Memfasilitasi kegiatan, sarana dan fasilitas olahraga di lingkungan 

Perusahaan. 
• Menerapkan prosedur protokol kesehatan menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi kesehatan nasional. 
• Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan di luar 

Perusahaan untuk memastikan pekerja mendapatkan fasilitas kesehatan 
yang memadai. 

• Menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di tempat kerja yang 
ditentukan. 

• Menerapkan prosedur medical emergency response preparedness (MERP) 
untuk menanggulangi kondisi darurat terkait kesehatan pekerja. 

iii. Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perusahaan 
menerapkan hal-hal sebagai berikut: 
• Melalukan pemeriksaan kesehatan pekerja melalui pelaksanaan medical 

check up dan daily check up secara berkala. 
• Melakukan pemantauan status hasil medical check up pekerja hingga 

dinyatakan fit to work. 
• Melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kewaspadaan pekerja terkait kesehatan kerja. 
• Memfasilitasi kegiatan, sarana dan fasilitas olahraga di lingkungan 

Perusahaan. 
• Menerapkan prosedur protokol kesehatan menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi kesehatan nasional. 
• Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan di luar 

Perusahaan untuk memastikan pekerja mendapatkan fasilitas kesehatan 
yang memadai. 

• Menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di tempat kerja yang 
ditentukan. 

• Menerapkan prosedur medical emergency response preparedness (MERP) 
untuk menanggulangi kondisi darurat terkait kesehatan pekerja. 

iv. Keamanan 
Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, Perusahaan harus: 
• Menerapkan sistem manajemen pengamanan Perusahaan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar 
pengamanan lainnya yang berlaku;  

• Berkoordinasi dan melibatkan stakeholder pengamanan serta masyarakat 
di sekitar wilayah kerja sebagai mitra keamanan;  
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• Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun komunitas 
lokal untuk meminimalkan resiko yang dapat mempengaruhi kegiatan 
operasi Perusahaan;  

• Mempertimbangkan bentuk, metode, sifat, sasaran, wilayah pengamanan, 
komando pengendalian, teknologi dan risiko terkait aspek keamanan pada 
saat perencanaan dan pelaksanaan operasional Perusahaan; 

• Melaporkan, menyelidiki dan menganalisa insiden keamanan, mengambil 
tindakan perbaikan yang tepat sesuai kebutuhan, dan menyebarluaskan 
rekomendasi untuk mencegah terulang insiden serupa ke setiap lokasi 
pekerjaan. 

• Mengkomunikasikan kepada seluruh pekerja mengenai isu keamanan, 
memberikan panduan dan pengetahuan terkait aspek keamanan; 

• Menjadikan kinerja pengamanan sebagai salah satu aspek penilaian kinerja 
Perusahaan dan menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan 
kemanan dalam operasional perusahaan.  

v. Lindung Lingkungan 
Perusahaan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi 
usaha dan lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara: 
• Melakukan identifikasi aspek dan dampak aktivitas oeprasional terhadap 

lingkungan sekitar. 
• Melakukan mitigasi dan pencegahan pencemaran lingkungan. 
• Melakukan kampanye dan peringatan hari besar yang berwawasan 

lingkungan untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya 
menjaga lingkungan. 

• Mendukung program penurunan emisi (dekarbonisasi) secara bertahap 
sesuai dengan arahan induk perusahaan. 

• Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan 
lingkungan.  

• Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan 
penanggulangan pencemaran lingkungan.  

• Melakukan tindakan yang bersifat preventif untuk mengantisipasi keadaan 
darurat. 

• Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap 
semua sarana lingkungan tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 
untuk mencapai kesiapan yang optimal. 

• Mencatat dan melaporkan perhitungan emisi, serta mendukung program 
penurunan emisi (dekarbonisasi) secara bertahap sesuai dengan arahan 
induk perusahaan.  

• Mencatat, melaporkan, dan mengelola Limbah Non B3 dan limbah 
B3operasional dengan teratur sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

• Mencatat, menanggulangi, melaporkan dan melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi. 
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• Melakukan perbaikan terus menerus terhadap sistem manajemen 
lingkungan di Perusahaan. 

d. Pengendalian 
i. Perusahaan memiliki suatu tolak ukur keberhasilan penerapan K3LL yang 

mengacu pada standar yang berlaku. 
ii. Perusahaan memasukkan keberhasilan pelaksanaan K3LL sebagai indikator 

penilaian kinerja Unit atau Fungsi. 
iii. Perusahaan melakukan identifikasi risiko – risiko serta melakukan mitigasi 

bahaya operasional untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja 
dan menjaga performa HSSE,  Zero NOA (Zero Number Of Major Accident). 

e. Pelaporan 
Dalam penerapan prinsip HSSE, perusahaan melakukan pencatatan dan pelaporan 
Performa HSSE secara berkala kepada beberapa stakeholder diantaranya:  
i. Pihak Internal: 

• Management Level, BOC, BOD; 
• Seluruh Pekerja. 

ii. Pihak Eksternal: 
• Perusahaan Induk Usaha: Pertamina Sub Holding Upstream (SHU), 

Pertamina Persero; 
• Pemegang Saham Perusahaan; 
• Pemerintah: Disnaker, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), dll; 
• Klien. 

 
6.4.12. Pengelolaan Aset 

a. Kebijakan Umum 
Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik 
(optimalisasi) atas setiap aset Perusahaan (highest and best uses). 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan Aset  Perusahaan secara struktural dilakukan oleh Fungsi Asset 
Reliability & Productivity yang dinaungi Direktorat Operasi. 

c. Pelakasanaan 
i. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada 

Perusahaan dan stakeholders secara optimal, yaitu untuk: 
• Menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai. 
• Memperoleh keuntungan. 
• Meningkatkan return on asset (ROA) 

ii. Tujuan pengelolaan data atau sistem informasi aset adalah untuk: 
• Menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik 

aspek fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribusi aset lainnya sebagai 
dasar untuk penyusunan strategi pemanfaatan aset secara optimal. 

• Memberikan kinerja yang optimal untuk kemudahan bagi proses 
pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi 
aset. 
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• Merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan 
usaha maupun pemanfaatannya secara operasional. 

iii. Penanggung Jawab 
• Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan 

aset yang berlaku standar di seluruh Perusahaan. 
• Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap 

aset. 
• Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mendistribusikan aset, 

menentukan penggunaan aset, dan memberikan otorisasi pelaksanaan 
aset. 

iv. Pemanfaatan 
• Direksi harus menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme 

penggunaan aset. 
• Aset yang berupa sarana dan fasilitas Perusahaan dapat 

dimanfaatkan/dikelola oleh pihak lain dengan pertimbangan komersil 
tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok. 

iii. Pemeliharaan dan Pengamanan 
• Perusahaan merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal. 
• Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusun secara profesional, 

didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.  
• Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset 

untuk menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset.  
• Pengamanan atas seluruh aset strategis dan bernilai ekonomis tinggi milik 

Perusahaan baik berupa pengamanan fisik maupun non fisik. 
• Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang 

dimiliki.  
• Perlindungan aset melalui asuransi hanya diperuntukkan bagi aset-aset 

yang berisiko tinggi.  
• Perusahaan menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan 

tingkat kemudahan akses atas fisik aset Perusahaan. 
iv. Penyelesaian permasalahan 

• Terhadap aset Perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain 
diselesaikan dengan transparan, fairness serta selalu mengutamakan 
kepentingan Perusahaan. 

• Bila dipandang perlu, Perusahaan dapat menggunakan bantuan 
hukum/pengacara profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam 
penyelesaian sengketa aset. 

v. Pelepasan dan Penghapusan 
• Fungsi pengelola aset atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melakukan 

analisis atas manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik, 
perkembangan teknologi, maupun perkembangan bisnis Perusahaan. 

• Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non-produktif) dapat diusulkan 
untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan 
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pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, 
perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.  

• Prosedur pelepasan dan penghapusan aset tidak birokratis dan dilakukan 
oleh Tim Penghapusan Aset, dimana fungsi aset management menerima 
usulan penghapusan aset dan melakukan verifikasi atas usulan tersebut. 

d. Pengendalian 
i. Setiap aset yang dimiliki oleh Perusahaan didukung dengan dokumen legal 

yang menunjukkan kepemilikan yang sah. 
ii. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri 

asal usulnya, agar dibuat berita acara dengan melibatkan fungsi-fungsi terkait 
seperti legal dan kontrak untuk memproses dokumen legal yang diperlukan 
(dilegalkan).  

iii. Fungsi hukum (legal officer) bertanggung jawab untuk memastikan tingkat 
keabsahan dari dokumen kepemilikan atas aset Perusahaan. Fungsi aset 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut.  

iv. Sistem administrasi aset yang meliputi penerimaan, mutasi, penurunan nilai, 
pengakuan, pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan aset 
dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. 

e. Pelaporan 
i. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi 

aset, dan pertanggungjawaban. 
ii. Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan aset Perusahaan 

secara berkala kepada penanggung jawab aset. 
 

6.4.13. Pengelolaan Dokumen/ Arsip Perusahaan 
a. Kebijakan Umum 

i. Data Perusahaan merupakan salah satu bagian dari aset Perusahaan yang 
sangat penting bagi operasional bisnis Perusahaan. Oleh karena itu harus 
dikelola dengan baik. 

ii. Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan dilandasi dengan prinsip 
penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai 
guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen dengan mengacu kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengelolaan Dokumen 
Secara umum Pengelolaan Dokumen dilakukan mulai dari penciptaan dan 
penerimaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip serta penyusutan arsip) 
oleh Fungsi Pembuat/ Pencipta/ Pengolah Arsip sampai pada Fungsi Penyimpan 
Arsip, Offsite storage atau Onsite storage yang meliputi semua bentuk arsip yang 
mempunyai nilai guna bagi Perusahaan, baik secara manual maupun digital. 
Pengaturan Pengelolaan Dokumen lebih detail dijelaskan pada Pedoman 
Pengelolaan Kearsipan. 

d. Pengendalian  
Pengawasan pengelolaan dokumen dilakukan agar dokumen Perusahaan dapat 
terjaga dengan baik, terpelihara, serta tertata dengan rapi dan tertib. Proses 
pengawasan pengelolaan dokumen dilakukan oleh: 
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i. Pimpinan Fungsi pencipta dokumen atau pekerja yang ditunjuk, 
bertanggungjawab atas dokumen aktif yang ada di Fungsi Pencipta masing-
masing. 

ii. Pejabat atau Pimpinan Fungsi Umum sebagai Fungsi Kearsipan yang 
bertanggungjawab atas pengelolaan dokumen fisik (hardcopy) inaktif yang ada 
di Record Center. 

iii. Tim Penilaian dan Pemusnahan  Dokumen (bila dipandang perlu) dapat 
melakukan peninjauan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait 
dengan pengelolaan dokumen fisik (hardcopy). 

iv. Pejabat di Fungsi Information System mengelola sistem pengelolaan dokumen 
dan media penyimpanan dokumen elektronik (softcopy). 
 

6.4.14. Pengelolaan Operasi 
a. Kebijakan Umum 

Dalam kegiatan usaha penyedia jasa hulu migas dilaksanakan secara efektif dan 
efisien yang berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan 
menjaga manajemen mutu dan aspek HSSE. 

b. Struktur Organisasi 
Pengelolaan Operasi secara struktural terbagi menjadi Upstream dan EPC & OM 
yang berada dibawah Direktorat Operasi. 

c. Pelaksanaan 
i. Perusahaan menetapkan standar manajemen mutu dan HSSE dalam jasa yang 

diberikan sesuai dengan ruang lingkup kontrak kerja yang ada. Perencanaan 
meliputi dengan persiapan sumber daya yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan suatu proyek. Fokus perencanaan dan pelaksanaan terdapat 
pada: 
• Peningkatan nilai Perusahaan dengan pengembangan teknologi, 

pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, serta peningkatan 
utilisasi peralatan kerja. 

• Memberikan nilai tambah kepada stakeholder dengan memenuhi standar 
ruang lingkup kontrak kerja. 

• Perencanaan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan kontrak 
kerja antara lain Tenaga Kerja, alat kerja, Mitra Kerja, teknologi, waktu dan 
pengelolaan keuangan. 

• Pelaksanaan kontrak pekerjaan sesuai dengan manajemen mutu dan aspek 
HSSE. 

• Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RJPP dan RKAP serta memperhatikan 
aspek-aspek risiko. 

• Menentukan target kerja keekonomian dan key performance indicator 
(KPI). 

• Peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya. 
ii. Secara detail pengaturan pelakasanaan operasi diatur dalam Pedoman 

Pengelolaan Operasi Perusahaan yang meliputi Pedoman Jasa Drilling & 
Workover, Pedoman Jasa Geoscience & Reservoir Service, Pedoman Jasa Well 
Intervention, dan Pedoman Jasa EPC OM. 
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d. Pengendalian 
i. Perusahaan melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terpadu 

dalam kegiatan operasional sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan 
prosedur yang ditetapkan Perusahaan. 

ii. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional Mitra Kerja dan Pihak 
ketiga terkait dengan kualitas sesuai dengan standar Perusahaan dan lingkup 
kontrak kerja. 

iii. Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sesuai dengan lingkup kontrak 
kerja meliputi target keuangan, target operasional, dan aspek HSSE. 

iv. Penerapan sanksi tegas bagi Mitra Kerja yang melanggar perjanjian kontrak. 
e. Pelaporan 

i. Fungsi Operasional membuat laporan rutin terkait pencapaian proyek, sumber 
daya, dan isu/kendala pekerjaan kepada Manajemen secara berkala. 

ii. Pelaporan dilakukan pada periode tertentu yang telah disesuaikan dengan 
aturan dan kebijakan Perusahaan. 

 
6.4.15. Aktivitas Politik 

Perwira ELNUSA diberikan kesempatan untuk dapat menyalurkan aspirasinya di 
bidang politik. Namun demikian terdapat sejumlah batasan terkait hal tersebut: 
a. Tidak memberikan dana, sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun 

termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan untuk 
kegiatan partai politik atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik. 

b. Perwira Elnusa dilarang menerima dana, sumbangan atau bantuan lain dalam 
bentuk apapun dari partai politik manapun untuk dipergunakan dalam lingkungan 
Perusahaan. 

c. Tidak terdaftar sebagai fungsionaris/pengurus partai politik atau terdaftar sebagai 
calon anggota legislatif. 

d. Tidak turut serta dalam kampanye Pemilu, Pemilukada dan/atau menjadi 
pelaksana kampanye selama jam kerja. 

 
6.4.16. Hubugan dengan Pejabat Negara 

a. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengembangkan dan memelihara 
hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki 
wewenang pada bidang operasional Perusahaan dalam batas tolerasi yang 
diperbolehkan hukum. 

b. Setiap kontak dengan pejabat negara harus dipeliharan sebagai hubungan yang 
bersifat objektif dan wajar (arms length relationship) dan harus menghindari 
terjadinya penyimpangan. 

c. Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang 
berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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6.4.17. Whistleblower Policy 
a. Perusahaan menjamin tersedianya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblower 

System) secara khusus bagi stakeholders Perusahaan yang ingin melaporkan 
pelanggaran yang ditemukan pada Perusahaan. 

b. Pelanggaran yang dimaksud antara lain; 
i. Korupsi/penggelapan 
ii. Pencurian 
iii. Kecurangan/ Fraud 
iv. Suap 
v. Benturan kepentingan 
vi. Perbuatan Asusila 
vii. Perbuatan melanggar hukum dan Peraturan Perusahaan 

c. Agar penerapannya efektif, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi atas 
mekanisme WBS melalui buletin internal, poster, maupun sosialisasi ke wilayah 
kerja dan Anak Perusahaan. 

d. Pelaporan WBS dapat dilakukan melalui berbagai media berikut ini: 
i. Telepon (021.788.30850 ext 1651) 

ii. WBS Center: https://whistleblower.elnusa.co.id/ atau 
(https://pertaminaclean.tipoffs.info/)  
dapat diakses melalui website www.elnusa.co.id 

iii. Surat: PT Elnusa Tbk, Graha Elnusa lantai 16 Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta 
Selatan (UP : Tim WBS ) 

e. Mekanisme pelaporan harus memperhatikan beberapa hal: 
i. Pelapor DAPAT menyertakan identitas atau alamat email/no telp yang dapat 

dihubungi untuk komunikasi lebih lanjut. 
ii. Pelapor HARUS menyertakan bukti-bukti sehingga dapat dikaji untuk 

tindaklanjut.  
iii. Pelapor dapat menanyakan kembali status / progress pengaduannya. 
 

7. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
7.1. Direktur Utama 

7.1.1. Menentukan kebijaksanaan arah Etika Perilaku Manajemen dan corporate culture 
Perusahaan dalam mencapai target dan arahan Dewan Komisaris.  

7.1.2. Menentukan kebijaksanaan arah Pengembangan Usaha dan sistem prosedurnya guna 
mendeteksi secara dini kendala yang ada timbul dan dapat menyelesaikannya secara 
tuntas sehingga operasi Pengembangan Usaha berjalan dengan efektif dan efisien.  

7.1.3. Menentukan dan mengarahkan terkait proses bisnis perusahan demi lancarnya 
operasi dan perkembangan usaha.  

7.1.4. Memastikan pelaksanaan HSSE Excellence perusahaan  
 

7.2. Direktur selain Direktur Utama 
7.2.1. Memastikan proses bisnis Fungsi yang ada dibawah naungan Direktorat masing-

masing dijalankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. 
7.2.2. Memberikan arahan strategis kepada Fungsi yang ada dibawah naungan Direktorat 

masing-masing sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

https://whistleblower.elnusa.co.id/
https://pertaminaclean.tipoffs.info/
http://www.elnusa.co.id/
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7.3. Fungsi Pengelola Tata Kelola Perusahaan 

7.3.1. Menyusun Kebijakan atau Pedoman terkait tata kelola sesuai ruang lingkup dan Fungsi 
masing-masing. 

7.3.2. Mensosialisasikan Kebijakan atau Pedoman terkait tata kelola sesuai ruang lingkup dan 
Fungsi masing-masing. 

7.3.3. Memastikan implementasi Kebijakan atau Pedoman terkait tata kelola sesuai ruang 
lingkup dan Fungsi masing-masing. 

 
8. KETENTUAN LAIN DAN SANKSI 
A. KETENTUAN LAIN 

8.1. Setiap Pekerja harus mematuhi dan menjalankan ketentuan sesuai dengan Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan. 

8.2. Pedoman ini dikembangkan dan dikelola oleh Fungsi Corporate Secretary. 
8.3. Pedoman ini akan direview secara periodik dan akan dilakukan penyesuaian jika dibutuhkan. 

 
B. SANKSI 

8.1. Setiap pelanggaran dalam pelaksanaan pedoman akan mendapatkan sanksi sesuai dengan 
Peraturan Perusahaan yang berlaku. 
 

9. LAMPIRAN 
Tidak ada. 
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